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Abstrak  

Pelrdagangan anak melrupakan masalah yang sangat selrius dan harus dituntut selcara hukum karelna 
belrdampak pada selgala belntuk kelkelrasan, pelnyiksaan dan hak asasi manusia yang belrkaitan delngan 
melnjaga martabat dan kelholrmatan pelrelmpuan dan anak dalam masyarakat. Melningkatnya kasus pidana 
pelrdagangan anak di Indolnelsia, dimana anak pelrelmpuan selringkali melnjadi kolrbannya, pelrlu melndapat 
pelrhatian selrius dari belrbagai sudut pandang. Pada saat itu, pelrdagangan anak ditujukan untuk melnjadi 
pelkelrja selks dan mellakukan belntuk elksplolitasi selksual lainnya. Pelrmasalahan pelrdagangan anak muncul dari 
belbelrapa aspelk melndasar: kelmiskinan, pelndidikan, budaya, dan pelrnikahan dini. Pelrdagangan anak 
melrupakan keljahatan yang melmpunyai banyak belntuk. Pellaku keljahatan pelrdagangan anak biasanya 
melnggunakan belrbagai belntuk, telrmasuk pelnculikan, pelncurian idelntitas, dan bujukan untuk belkelrja. 
 
Kata kunci: Pelrdagangan anak tindak pidana keljahatan 

 
Abstract  

Child trafficking is a very serious problem and must be prosecuted legally because it impacts all folrms olf 
viollelncel, tolrturel and human rights rellateld tol maintaining thel dignity and holnolr olf wolmeln and childreln in 
solcielty. Thel increlasing criminal casels olf child trafficking in Indolnelsia, whelrel girls arel olfteln thel victims, nelelds 
selriolus attelntioln frolm variolus polints olf vielw. At that timel, child trafficking was aimeld at belcolming selx 
wolrkelrs and carrying olut olthelr folrms olf selxual elxplolitatioln. Thel prolblelm olf child trafficking arisels frolm 
selvelral fundamelntal aspelcts: polvelrty, elducatioln, culturel and elarly marriagel. Child trafficking is a crimel that 
has many folrms. Pelrpeltratolrs olf child trafficking crimels usually usel variolus folrms, including kidnapping, 
idelntity thelft, and inducelmelnt tol wolrk. 
 
Keywords: child trafficking is a crimel 

 
PENDAHULUAN 
Pelrdagangan anak melrupakan isu selrius yang melnuntut tindakan hukum karelna mellibatkan 
pellanggaran hak asasi manusia, telrmasuk kelkelrasan, pelnyiksaan, dan pelngabaian telrhadap 
pelrelmpuan dan anak. Dampak solsial dan psikollolgis telrhadap kolrban dapat melnghambat 
pelmbangunan sumbelr daya manusia, melnghalangi partisipasi solsial, kolntribusi pelmbangunan, 
dan relgelnelrasi yang belrkualitas. Pelrlindungan hak anak dijamin ollelh kolnstitusi Relpublik 
Indolnelsia, dan anak selharusnya melmiliki kelselmpatan olptimal untuk tumbuh dan belrkelmbang 
fisik, melntal, dan solsial. Melskipun delfinisi anak mellibatkan usia di bawah 18 tahun, masih banyak 
anak yang melnjadi kolrban pelrdagangan olrang di belrbagai belntuk, selpelrti pelkelrja selks, buruh 
migran, dan asisteln rumah tangga. Maraknya kasus ini, telrutama mellibatkan anak pelrelmpuan, 
melnuntut pelrhatian selrius dan upaya lintas selktolr untuk melngatasi masalah pelrdagangan anak 
di Indolnelsia. 
 
METODE  
Meltoldel pelnellitian ini adalah meltoldel hukum nolrmatif. Pelnellitian hukum nolrmatif ini melngacu 
pada analisis nolrma hukum: pelraturan hukum, nolrma yang belrlaku selcara solsial, asas hukum, 
dan dolktrin hukum. Pelnellitian hukum nolrmatif diselbut juga pelnellitian hukum sastra. Bahan 
pustaka atau data selkundelr melnjadi sumbelr untuk mellakukan pelnellitian ini delngan melnellusuri 
selgala pelraturan dan litelratur yang belrkaitan delngan masalah yang ditelliti. Pelnellitian ini 
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melnggunakan tiga pelndelkatan : Pelndelkatan hukum, pelndelkatan kasus, dan pelndelkatan 
kolmparatif. Mellalui pelrbandingan hukum, melngkaji pelraturan dan kasus hukum yang belrkaitan 
delngan pelrmasalahan hukum yang seldang dipelrtimbangkan. Pelnyellidikan hukum nolrmatif ini 
digunakan untuk melnganalisis putusan keldua hakim delngan melmpelrollelh kelpastian 
pelrtimbangan hakim dalam melngambil kelputusan. Data selkundelr melrupakan data yang 
digunakan dalam pelnellitian ini. Pelnulis melnggunakan tiga sumbelr hukum, sumbelr hukum utama 
adalah Undang-Undang Nolmolr 21 Tahun 2007 telntang Tindak Pidana Pelrdagangan Olrang dan 
Undang-undang Nolmolr 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan Anak. Sumbelr hukum selkundelr 
adalah buku, majalah , dan kelputusan hakim, dan sumbelr hukum telrsielr adalah intelrnelt dan 
kamus hukum. Pelnellitian ini melnggunakan telknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif 
telrhadap selluruh pelraturan yang ada selbagai pelraturan hukum praktis yang dipelrollelh mellalui 
pelnellitian kelpustakaan dan melngaitkannya delngan pelrmasalahan yang ditelliti melmungkinkan 
melnjawab rumusan masalah dan melmpelrollelh hasil pelnellitian telrselbut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam kasus pelrdagangan manusia, anak-anak sangat belrisikol melnjadi kolrban kelkelrasan yang 
dilakukan pellaku pelrdagangan olrang. Pelrdagangan olrang dimana anak-anak melnjadi kolrbannya, 
melrupakan keljahatan kriminal yang mellanggar martabat manusia dan hak asasi manusia dan 
harus dicelgah, dibelrantas, dan di atasi selcara kolmprelhelnsif. Kolrban tindak pidana pelrdagangan 
olrang selbagian belsar adalah anak-anak, khususnya anak pelrelmpuan, yang telrjelbak dalam 
belrbagai situasi gelnting akibat diskriminasi yang dialaminya. Tindak pidana pelrdagangan olrang, 
khususnya pelrdagangan anak selbagai kolrban, melrupakan bisnis ilelgal yang melnghasilkan 
keluntungan belsar dan sindikatnya adalah uang. Kasus pelrdagangan anak kelmbali ramai 
dipelrbincangkan di ruang publik, dan kelkhawatiran kita kelmbali sangat tinggi karelna mayolritas 
kolrban pelrdagangan anak adalah pelrelmpuan. Isu child trafficking saat ini seldang ramai 
dipelrbincangkan. Pelrmasalahan ini belrmula dari belbelrapa aspelk, salah satunya adalah aspelk 
elkolnolmi selpelrti tingginya angka pelngangguran dan kelmiskinan yang selmakin banyak telrjadi di 
Indolnelsia. Ollelh karelna itu, banyak pihak yang melnghalalkan belrbagai cara belrbelda untuk 
melmelnuhi kelbutuhan selhari-harinya telrmasuk melnghalalkan pelrdagangan anak. Pelrlindungan 
hukum telrhadap anak melrupakan upaya dan kelgiatan selluruh lapisan masyarakat, delngan 
belrbagai keldudukan dan pelranan, delngan melnyadari selpelnuhnya akan pelntingnya anak bagi 
masa delpan nusa dan bangsa. Anak adalah caloln pelnelrus cita-cita pelrjuangan nasiolnal, dan 
melrupakan bagian dari gelnelrasi muda selbagai sumbelr daya manusia yang melmiliki sifat dan 
sifat khusus yang belrpelran stratelgis selrta melmelrlukan kelpelmimpinan dan pelrlindungan. 
Ini melnjamin pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan fisik, kelsellarasan intellelktual dan solsial, 
kelsellarasan dan kelselimbangan. Ollelh karelna itu, seljak lahir, seltiap anak belrhak untuk hidup, 
tumbuh dan belrkelmbang, selrta dilindungi dari kelkelrasan dan diskriminasi, khususnya 
pelrdagangan anak. Ollelh karelna itu, anak harus dirawat dan dipelrlakukan selbagai manusia seljak 
ia dilahirkan. 
 
Undang-undang Nolmolr 23 tahun 2003 telntang pelrlindungan anak melneltapkan nolrma khusus 
telrkait isu anak, delngan tujuan delngan melmastikan pelmelnuhan hak-hak melrelka untuk hidup, 
tumbuh, belrkelmban, dan belrpartisipasi olptimal selsuai delngan martabat kelmanusiaan. Pasal 3 
UU telrselbut melnelgaskan niat perlindungan anak dari Kegiatan melawan kekerasan dan 
diskriminasi bertujuan untuk menghasilkan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia, dan kaya raya. Secara terpisah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang 
mencakup berbagai perbuatan merugikan, dengan penekanan pada pencegahan eksploitasi. 
Keduanya mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi 
generasi mendatang serta menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap hak-hak anak serta 
keselamatan dan keamanan mereka di masa depan. Namun kasus perdagangan anak masih 
banyak terjadi di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu harapan   pemerintah 
untuk mengatasi permasalahan perdagangan anak. Namun, banyak laporan media mengenai 
kasus perdagangan anak menunjukkan bahwa undang-undang yang ada saat ini masih tidak 
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efektif dalam memerangi dan memberantas perdagangan anak. Menurut Justika (2002), ada 
empat hak anak yang sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989. yaitu 
• Hak untuk hidup adalah hak atas pelayanan kesehatan terbaik. h untuk menghindari beberapa 
infeksi mematikan. 
• Hak atas pembangunan adalah penyediaan gizi yang baik, pendidikan dan lingkungan sosial 
budaya yang memungkinkan anak-anak berkembang menjadi orang dewasa yang bermartabat 
dan bermartabat. 
• Hak atas perlindungan, yaitu perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan 
tindakan kekerasan, baik berdasarkan warna kulit, ideologi, politik, agama, maupun kondisi fisik. 
・Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan mengenai kepentingan vital seseorang . 
Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak : 
• Kemiskinan 
Kondisi perekonomian yang rendah seringkali menjadi penyebab banyak permasalahan sosial, 
seperti meningkatnya jumlah pengemis dan anak terlantar. Kemiskinan tidak jarang menjadi 
penyebab perselisihan keluarga, seperti munculnya perdagangan anak perempuan untuk 
dijadikan pelacur. Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menyebabkan terjadinya 
perdagangan perempuan dan anak. Masyarakat miskin tidak hanya mempunyai kesempatan yang 
terbatas untuk mencari nafkah, mereka juga hanya mempunyai sebagian kekuasaan sosial. Untuk 
mengendalikan kondisi lingkungan yang menindas mereka, banyak perempuan seringkali 
memilih bermigrasi karena keinginan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Hal ini disebabkan 
karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang wilayah tempat mereka akan pindah dan 
tidak memiliki keinginan agar masyarakat dapat memperbaiki keadaannya. Mereka justru 
berisiko menjadi korban perdagangan manusia. 
• Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf berkontribusi terhadap terjadinya perdagangan 
manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menyulitkan remaja putri untuk 
bekerja di sektor informal serta mendapatkan pekerjaan dan peluang lain untuk membantu 
keluarga mereka. Pekerja di sektor informal tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, 
peraturan ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau pemberi kerja. Dampak lebih lanjut timbul 
ketika masalah muncul karena ketidakmampuan membaca, memahami, atau memiliki keyakinan 
yang cukup terhadap selebaran dan pemberitahuan mengenai akomodasi yang aman atau 
percakapan telepon yang penting. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak 
dapat memahami kontrak dan dokumen lain seperti dokumen perjalanan dan paspor. Kurangnya 
pendidikan formal, termasuk pendidikan agama, juga berkontribusi terhadap peningkatan 
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya 
pengetahuan agama atau kurangnya pengendalian diri pada anak, sehingga memudahkan pelaku 
perdagangan untuk merekrut anak-anak sebagai pelacur. 
• Budaya 
Trafficking tidak dapat dipisahkan dari seltiap budaya lolkal yang ada. Hal ini diwujudkan dalam 
banyak hal, misalnya pelran pelrelmpuan dalam kelluarga, kellas, nilai-nilai solsial, dan pelran 
pelrelmpuan. Anak-anak dan tanggung jawab melrelka. Budaya ini melmiliki kelkuatan untuk 
melmpelngaruhi telrjadinya pelrdagangan manusia di kelmudian hari. Misalnya, anak-anak belrisikol 
keltika dihadapkan pada tuntutan dan tuntutan olrang yang lelbih tua, telrutama olrang tua. Ada 
kelpelrcayaan bahwa anak tidak bollelh belrtanya kelpada olrang tuanya. Dan pelrelmpuan lelbih 
belrpelluang melnjadi kolrban pelrdagangan manusia karelna adanya tuntutan solsial untuk 
melngasuh dan melngasuh anak, belrkolntribusi telrhadap pelningkatan pelndapatan, dan melnduduki 
status selbagai warga nelgara kellas dua. Masyarakat miskin, baik laki-laki maupun pelrelmpuan, 
relntan telrhadap pelrdagangan manusia dan kelkelrasan. Melrelka tidak hanya belrpelndidikan 
telrbatas, namun juga tidak melmpunyai pelnghasilan yang banyak. Kolntrak kelrja dan kolndisi kelrja 
juga pelnting dalam hal ini. 
• Pelrnikahan Dini 
Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 melngatur telntang usia pelrkawinan bagi pelrelmpuan 
adalah 16 tahun. Namun kelnyataannya, melrelka yang bellum belrusia 16 tahun, dapat 
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mellangsungkan pelrkawinan delngan cara melnaikkan umur atas izin dari olrang tua atau 
pelngadilan. Melnikah telrlalu dini dapat melningkatkan angka pelrcelraian. Nelgara ini sangat relntan 
telrjadinya trafficking. Pelrcelraian melmaksa pelrelmpuan untuk melngurus diri melrelka selndiri 
(belrsama delngan anak-anak melrelka) dan, delngan pelndidikan dan keltelrampilan yang telrbatas, 
melrelka sangat relntan telrhadap pelkelrjaan, yang selringkali tidak telrseldia selcara elmolsiolnal, 
elkolnolmi dan solsial. Masalah pelrdagangan anak adalah isu yang rumit dan sulit disellelsaikan 
mellalui pelndelkatan hukum, karelna belntuk keljahatan ini belrvariasi dan selringkali telrolrganisir 
delngan baik. Sellain itu, keljahatan ini dilakukan di luar nelgelri, selhingga melnyulitkan pelnelgak 
hukum untuk   melnyellelsaikan masalah telrselbut. Selluruh keltelntuan dalam undang-undang ini 
tidak dimaksudkan untuk melngintimidasi pellaku, mellainkan melnciptakan belntuk-belntuk baru 
pelrdagangan anak. Pellaku keljahatan pelrdagangan anak biasanya melnggunakan belrbagai 
meltoldel, telrmasuk pelnculikan, pelniruan idelntitas, dan bujukan kelrja. Undang-undang telrselbut 
dinilai tidak elfelktif telrkait pelrmasalahan pelrdagangan anak karelna pellaku keljahatan telrselbut 
bellum telridelntifikasi ollelh undang-undang 
 
KESIMPULAN 
Pelrdagangan anak melrupakan pelrmasalahan yang melmbutuhkan lelbih banyak pelnanganan dan 
ditangani dari bawah kel atas.   Kasus pelrdagangan anak kelmbali ramai dipelrbincangkan di ruang 
publik, dan kelkhawatiran kita kelmbali sangat tinggi karelna mayolritas kolrban pelrdagangan anak 
adalah pelrelmpuan. Ollelh karelna itu banyak pihak yang melnghalalkan belrbagai cara belrbelda untuk 
melmelnuhi kelbutuhan selhari-harinya telrmasuk melnghalalkan pelrdagangan anak. Pelrdagangan 
anak di Indolnelsia diselbabkan ollelh belbelrapa faktolr, antara lain kelmiskinan, budaya, pelrnikahan 
dini, kurangnya pelndidikan dan infolrmasi, selrta lelmahnya upaya pelnelgakan hukum. 
Ollelh karelna itu, dipelrlukan upaya untuk melmbina kollabolrasi. 
Ini adalah satu-satunya meltoldel yang pelrlu dikelmbangkan di masa delpan untuk melnangani 
masalah ini delngan lelbih elfelktif. 
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